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PRAKATA 
 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan buku yang 

berujudul “Problema Psikososial ODHA dan Peran Pekerja Sosial Medis” 

dapat diselesaikan. Ditinjau dari segi cakupannya bahwa banyak problema 

psikososial yang dihadapi ODHA yang tidak tertangani dengan baik, baik 

itu di ranah-ranah layanan perawatan medis moderen, diranah-ranah 

keluarga maupun diranah-ranah masyarakat luas, sehingga hal ini disatu 

sisi akan menambah problema bagi ODHA itu sendiri, sedangkan disisi 

lain penanganan penyakit/fisik terhadap ODHA akan semakin rumit dan 

kompleks. Oleh karena itu kehadiran profesi Pekerja Sosial Medis 

(Medical Social Worker) diketiga ranah tersebut yakni unit layanan medis, 

keluarga dan masyarakat diharapkann akan semakin membantu ODHA 

dan keluarganya disaatu sisi dan tenaga medis yang merawat ODHA disisi 

lainnya.    

Buku ini berisikan tentang fenomena HIV/AIDS di dunia, Trend 

perkembangan HIV/AIDS di Indonesia, Problema ODHA, Stigma dan 

Diskriminasi terhadap ODHA, Problema psikososial ODHA, Peran pekerja 

sosial medis (Medical Social Worker). Peran pekerja sosial medis di ranah-

ranah layanan perawatan paliatif,  

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hary 

Yuswadi, MA, Prof. Dr. drg Ristya Widi Endah Yani, M.Kes yang telah 

memberikan dukungan yang luar biasa sehingga buku ini lebih terarah, 

kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

telah memberikan kontribusi bagi terwujudnya buku ini.  

Harapan penulis, selain buku ini dapat dipergunakan sebagai 

bahan tambahan pengetahuan yang secara langsung dapat diterapkan 

diranah-ranah layanan kesehatan, diranah-ranah  keluarga dan diranah-

ranah masyarakat secara makro. Selain itu buku ini juga dapat 

dipergunakan sebagai referensi dan buku pegangan oleh staf pengajar di 

Perguruan Tinggi, mahasiswa, peneliti, praktisi, manajer, pengambil 

keputusan, birokrat, aparat pemerintah serta para pemerhati terkait 

berbagai problema psikososial ODHA dan Profesi Pekerja Sosial Medis 

(Medical Social Worker) di Indonesia. 
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Buku ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif bagi diadakannya 

penyempurnaan  dimasa yang akan datang. 

    

  

Jember, 8 Juni 2021 

Penulis  
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AB 1.  

 

FENOMEMA HIV/AIDS DI DUNIA DAN DI 

INDONESIA 
 

 

1.1 Pengantar 

Saat ini penyakit yang disebabkan oleh virus HIV ataupun AIDS 

telah menyebar luas hampir di negara-negara di seluruh dunia. 

Berdasarkan laporan United Nation of AIDS (UNAIDS) tahun 2011 

didapatkan data sebanyak 34,2 juta orang di dunia hidup dengan virus 

AIDS dan 1,7 juta diantaranya meninggal dunia. Penyebaran virus ini 

menunjukkan bahwa 97% berada di wilayah negara yang masuk dalam 

kategori miskin yang didominasi oleh benua Afrika, disusul wilayah di 

benua Asia dan Amerika Latin. Data terbaru kasus baru infeksi HIV di 

Asia menurut United Nation of AIDS (UNAIDS) (2019) menunjukkan 

terdapat peningkatan jumlah kasus infeksi baru HIV yang konsisten mulai 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, dimana pada tahun 2010 terdapat 

120.000 kasus baru infeksi HIV, tahun 2015 sudah mencapai 150.000 

kasus baru HIV/AIDS dan pada tahun 2019 jumlah kasus baru infeksi HIV 

di asia sudah mencapai 152.000 kasus, berdasarkan pada data-data 

tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa persentasi kenaikan jumlah 

kasus baru infeksi HIV di Asia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 

mencapai lebih dari 29%.  

Kasus HIV/AIDS di negara tercinta Indonesia merupakan salah 

satu negara yang paling cepat pertumbuhan kasus HIV/AIDSnya di Asia. 

Kasus HIV/AIDS di Indonesia berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Mohanis dkk (2014) merupakan salah satu pandemik yang paling cepat 

pennyebarannya di Asia. Dimana menurut data dari UNAIDS (2019) 

menunjukkan bahwa jumlah persentase orang yang hidup dengan HIV dan 

mereka tahu dengan status HIV-nya adalah berjumlah 59% dari jumlah 

keseluruhan kasus yang ada di Indonesia, mereka berada pada posisi 

semua strata kelompok usia, sedangkan persentase orang yang hidup 

dengan HIV, mereka juga tahu dengan status HIV yang dideritanya serta 

mengetahui apakah yang harus dia lakukan dalam kaitannya dengan upaya 

mencari pengobatan berjumlah 33% kasus.  
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AB.2  

 

TREND PERKEMBANGAN HIV/AIDS 
 

 

2.1 Trend Perkembangan HIV/AIDS di Indonesia  

Sebelum masuk ke trend HIV/AIDS di Indonesia terlebih dahulu 

penulis sampaikan secara singkat situasi internasional perkembangan 

endemik HIV/AIDS yang menunjukkan data-data sebagai berikut 

sebanyak 35 juta orang di dunia hidup dengan HIV, sebanyak 19 juta 

orang tidak mengetahui status HIV positifnya, situasi dan kondisi ini tentu 

sangat mencemaskan karena bukan saja jumlahnya yang sangat tinggi, 

tetapi jumlah orang yang tidak mengetahui status HIV positifnya ini yang 

membuat semua orang harus ekstra waspada, mengingat yang 19 juta 

orang tsb bebas melakukan aktivitasnya seperti biasanya (Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2017).   

Indonesia termasuk lima negara yang paling berisiko HIV/AIDS di 

Asia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013). Laporan kasus 

HIV baru terus dilaporkan terus meningkat setiap tahunnya sejak pertama 

kali dilaporkannya terjadinya kasus HIV di Bali pada tahun 1987. 

Lonjakan terjadi terutama pada tahun 2016 yaitu sebesar 10.315 kasus 

(Sistem Informasi HIV/AIDS dan IMS/SIHA, 2017).  

 
Gambar 2. 1 Jumlah Kasus HIV/AIDS Tahun 2015-2017 di Indonesia 

     
Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017. 
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AB 3.  

 

PROBLEMA ODHA 
 

 

3.1 Problema ODHA Secara Makro 

Secara makro problema yang dihadapi oleh orang dengan status 

sebagai ODHA adalah mencakup problema sebagai berikut :  

1. Fisik  

Seseorang dengan status sebagai HIV positif pada umumnya 

ditandai dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh (immunitas) 

mereka, karena yang diserang virus HIV ini pada umumnya adalah 

sel darah putih seseorang, sehingga akan mengakibatkan yang 

bersangkutan mudah terserang berbagai penyakit, misalnya 

timbulnya penyakit seperti diare, infeksi saluran pernafasan msalnya 

peradangan pada paru, telinga, hidung. lever, saluran pencernaan 

dan lain sebagainya. Problema lainnya dari seorang yang berstatus 

sebagai ODHA secara fisik adalah penampilan mereka yang berubah 

secara drastis misalnya kurus kering dengan warna kulit menghitam 

atau gosong (bahasa Jawa), selain itu kondisi fisiknya melemah 

disertai dengan lesu darah atau tidak memiliki semangat hidup lagi 

(Susanto, 2004).   

2. Psikhis 

Adanya serangan berbagai macam penyakit yang silih berganti 

diderita ODHA dan berlangsung secara lama pada yang 

bersangkutan telah menyebabkan terjadinya goncangan mental yang 

luar biasa, yang ditandai dengan perasaan down, perasaannya sering 

tidak stabil, perasaan takut & perasaan gelisah, adanya perasaan 

putus asa dan perasaan berdosa yang tidak berujung pangkal, 

perasaan ini pada umumnya diderita oleh ODHA dengan riwayat 

penyimpangan seksual yang pernah atau sering dilakukannya 

dengan orang lain selain suami atau istri yang syah. 

Berbagai perasaan yang sering dialami oleh ODHA menurut 

Susanto (2004) adalah meliputi : 

a) Perasaan kecewa yang sangat mendalam sampai dengan 

munuculnya gejala perilaku stress, 

b) Selalu muncul perasaan gelisah yang berkepanjangan 

memikirkan penyakitnya yang tidak kunjung sembuh, 
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AB 4.  

 

STIGMA DAN DISKRIMINASI TERHADAP 

ODHA 
 

 

4.1 Pendahuluan 

Sudah sejak tahun 1987 respon masyarakat global terhadap 

penyakit HIV/AIDS seperti berbagai bentuk perilaku individu atau 

kelompok dimasyarakat seperti perasaan ketakutan, adanya penolakan, 

sikap dan perilaku stigma, serta adanya sikap dan perilaku diskriminasi 

telah muncul bersamaan dengan terjadinya epidemik HIV/AIDS di seluruh 

penjuru dunia. Berbagai bentuk sikap dan perilaku stigma dan diskriminasi 

telah menyebar begitu luas dan begitu cepat di berbagai kelompok 

masyarakat atau komunitas, sehingga menyebabkan terjadinya berbagai 

bentuk kecemasan dan prasangka yang luas di seluruh belahan dunia ini 

terhadap orang dengan status positif HIV/AIDS atau yang dikenal dengan 

sebutan ODHA ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Li, et.al (dalam Henny Kusuma, 

2011) terdapat suatu fakta  dan data dimana 6 orang pasien dengan status 

HIV/AIDS positif di Jakarta mengalami gangguan psikopatologi seperti 

depresi dan sejenisnya. Li, et.al. juga menemukan fakta bahwa perasaan 

depresi pada pasien pasien HIV/AIDS positif tersebut dapat menyebabkan 

mereka memiliki perasaan segan untuk berobat ke rumah sakit atau ke 

dokter, segan untuk melakukan perawatan serta mencari informasi tentang 

penanganan terhadap penyakit yang dideritanya, sehingga pada akhirnya 

akan dapat memperparah kondisi kesehatannya penderita dengan kasus 

HIV/AIDS positif tersebut. 

 

4.1.1 Definisi Stigma 

Erving Goffman (dalam Varamitha, 2014) memberikan definisi 

stigma sebagai suatu bentuk atribut yang mendiskreditkan seseorang yang 

tidak sama dengan manusia normal dan pada umumnya mengarah pada 

hal-hal yang bersifat negatif. Pada umumnya stigma ditandai dengan 

perbedaan warna kulit (misalnya jenis atau asal etnis), perbedaan fisiologi 

(misalnya bias gender), perbedaan ukuran tubuh (misalnya tingkat 

B 
Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


49 
 

AB 5.  

 

PROBLEMA PSIKOSOSIAL ODHA 
 

  

5.1 Definisi Psikososial 

Arti kata psikososial sebetulnya berasal dari dua suku kata yakni 

kata psikologi dan kata sosial, dimana kemudian kedua kata ini disingkat 

menjadi kata Psikososial. Michener and Delameter (1999) mendefimisikan 

psikologi sosial sebagai kajian yang bersifat alami tentang sebab-sebab 

dari perilaku sosial manusia. Disisi lain Allport (1985) memaknai 

psikologi sosial sebagai ilmu pengetahuan yang berupaya memahami dan 

menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang 

dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata atau aktual, 

dalam bayangan imajinasi orang tersebut dan dalam kehadiran yang tidak 

langsung dari obyek (implied).  

Psikososial dimaknai sebagai setiap bentuk perubahan di dalam 

kehidupan seseorang, baik yang sifatnya psikologis maupun sosial diantara 

keduanya memiliki pengaruh timbal balik. Juga problema kejiwaan dan 

kemasyarakatan yang mempunyai pengaruh timbal balik diantara 

keduanya, yang disebabkan oleh terjadinya perubahan sosial atau gejolak 

sosial yang sangat cepat disuatu lingkungan sosial yang pada akhirnya 

dapat menimbulkan suatu bentuk gangguan kejiwaan pada diri seseorang 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011). Berdasarkan pada 

definisi yang dikemukakan baik oleh Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia maupun oleh pakar psikologi sosial tersebut, maka dapatlah 

disimpulkan bahwa istilah psikososial digunakan untuk menggambarkan 

hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan 

mental/emosionalnya. Berdasarkan pada katanya, istilah psikososial 

melibatkan aspek psikologis dan sosial. Contohnya, hubungan antara 

faktor ketakutan yang ada dalam diri seseorang (faktor psikologis) 

terhadap bagaimana cara ia berinteraksi dengan orang lain di lingkungan 

sosialnya. Pada umumnya seseorang yang sehat mentalnya akan bereaksi 

dengan cara yang positif dalam banyak situasi. Sebaliknya berbeda halnya 

dengan orang yang kondisi mentalnya tidak stabil, maka dia akan bereaksi 

negatif juga terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya 

sehari-hari. 
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AB 6.  

 

PERAN PEKERJA SOSIAL MEDIS 
 

 

 

6.1 Pengantar 

 Seseorang dengan status sebagai ODHA tentunya membutuhkan 

berbagai macam bentuk pelayanan kesehatan dan layanan sosial dari 

lingkungan sosial terdekatnya. Berbagai bentuk layanan sosial yang 

dibutuhkan ODHA diantaranya meliputi :  

1. Layanan akses yang mencakup layanan informasi 

Jenis layanan ini biasanya yang terkait dengan layanan informasi 

yang terkait dengan problema kesehatannnya yakni HIV/AIDS, 

penyakit-penyakit penyertanya, berbagai jenis vitamin yang 

seharusnya dikonsumsi setiap harinya, layanan ARV (anti 

retroviral virus), pemberian layanan konseling biasanya 

diberikan oleh Psikiater di Rumah Sakit atau oleh Pekerja Sosial 

Medis (Medical Social Work) apabila di keluarga atau di 

masyarakat atau komunitas dan bentuk-bentuk layanan lainnya  

misalnya yang terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan 

sosialnya lebih khusus pada peningkatan pendapatannya 

diantaranya layanan berbagai latihan keterampilan kerja yang 

umumnya bekerja sama dengan UPT Balai Latihan Kerja (BLK) 

milik Pemerintah Propinsi atau Dinas Sosial Kabupaten/ Kota 

atau Dinas Ketenagakerjaan Propinsi/Kabupaten/Kota, Lembaga 

Swadaya Masyarakat (non governmental organization) setempat 

dan lain sebagainya.   

2. Layanan rujukan,  

Jenis layanan ini biasanya berupa berbagai bentuk layanan 

rujukan kepada ODHA baik yang berasal dari institusi 

Pemerintahan Desa setempat atau dari Pusat Kesehatan 

Masyarakat (Puskesmas) terdekat dari tempat tinggal ODHA, 

yang diharapkan agar dapat membantu malakukan rujukan 

ODHA secepatnya atau rujukan yang sangat segera untuk 

dilakukan ke Rumah Sakit atau Puskesmaa rujukan yang telah 

ditentukan untuk melayani ODHA dan sejenisnya. Saat ini 

beberapa Kabupaten di Indonesia pada umumnya dan di 
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AB 7.  

PERAN PEKERJA SOSIAL MEDIS DI RANAH-

RANAH LAYANAN PERAWATAN PALIATIF 
 

 

 

7.1 Pendahuluan 
Ada khabar yang sangat menggembirakan bagi seluruh masyarakat 

dunia saat ini yakni adanya pekrembangan teknologi kesehatan saat ini 

yang telah menunjukkan adanya perkembangan paradigma baru layanan 

kesehatan baik pada aspek preventif, aspek kuratif maupun aspek 

rehabilitatif, dimana tidak lagi hanya fokus pada aspek fisik semata-mata 

ketika berbicara pelayanan kesehatan di ranah Rumah Sakit maupun di 

pusat layanan kesehatan lainnya, tetapi aspek psiko-sosial maupun sosial 

ekonomi pasien yang sangat berpengaruh secara signifikan terhadap upaya 

penyembuhan pasien baik yang sedang menjalani perawatan di Rumah 

Sakit (baik rawat inap maupun rawat jalan), atau di ranah-ranah rumah 

tangga ataupun di ranah-ranah masyarakat secara luas yang menjadi 

konsen utama dunia kesehatan saat ini dan dimasa yang akan datang. Salah 

satu contoh konkrit bagaimana aspek medis dikombinasikan dengan aspek 

non medis (psikososial, sosial ekonomi dan lain sebagainya) adalah 

layanan rawat inap bagi pasien yang menjalani pelayanan paliatif yakni 

pada pasien yang mengalami penyakit yang kronis misalnya penyakit 

jantung, kanker dan penyakit kronis kronis lainnya di Rumah Sakit Mount 

Elizabeth Singapura.    

Berdasarkan pada adanya situasi dan kondisi tersebut, maka 

diperlukan satu bentuk disiplin ilmu lainnya yang khusus menangani 

berbagai preblema psikososial klien atau pasien tersebut, profesi itu 

kemudian dikenal dengan Pekerja Sosial Medis (Medical Social Worker). 

Profesi Pekerja Sosial Medis (Medical Social Worker) merupakan profesi 

atau spesialisasi yang pertama kali pada ranah-ranah pekerjaan sosial yang 

dimotori oleh para relawan yang bekerja di rumah sakit (almoner) di 

Inggris yang melakukan fungsinya untuk membantu dokter dalam proses 
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LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.182, 2019  KESRA. Pekerja. Sosial. (Penjelasan dalam 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6397) 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 14 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEKERJA SOSIAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi 

segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia yang dilakukan melalui penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial;  

b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini 

belum optimal dan terjadi perubahan sosial di dalam 

masyarakat yang berdampak pada peningkatan jumlah 

dan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial;  

c. bahwa permasalahan kesejahteraan sosial perlu 

ditangani melalui praktik pekerjaan sosial yang 

profesional, terencana, terpadu, berkualitas, dan 

berkesinambungan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan keberfungsian sosial; 

d. bahwa pengaturan pekerja sosial masih bersifat parsial 

dan belum sepenuhnya diatur dalam suatu ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 
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Undangmembentukperlu - PekerjatentangUndang

Sosial; 

 

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEKERJA SOSIAL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan 

sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.  

2. Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan 

pertolongan profesional yang terencana, terpadu, 

berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah 

disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan 

keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan 

masyarakat. 

3. Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang 

memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan 

masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak 

dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, 

serta mengatasi masalah dalam kehidupannya. 

4. Pencegahan Disfungsi Sosial adalah upaya untuk 

mencegah keterbatasan individu, keluarga, kelompok, 

dan masyarakat dalam menjalankan keberfungsian 

sosialnya. 
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5. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan 

pengembangan untuk memungkinkan seseorang 

mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar 

dalam kehidupan masyarakat. 

6. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan 

untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan 

masyarakat yang mengalami masalah sosial agar 

berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan 

dasarnya. 

7. Pengembangan Sosial adalah upaya untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kemampuan atau 

daya guna individu, keluarga, kelompok, dan 

masyarakat yang sudah berfungsi dengan baik. 

8. Pelindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk 

mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan 

kerentanan sosial. 

9. Klien adalah penerima manfaat pelayanan Praktik 

Pekerjaan Sosial yang meliputi individu, keluarga, 

kelompok, dan masyarakat.  

10. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan 

secara hukum terhadap kompetensi Pekerja Sosial 

untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia 

setelah lulus Uji Kompetensi.  

11. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi 

secara terukur dan objektif untuk menilai capaian 

kompetensi dalam Praktik Pekerjaan Sosial dengan 

mengacu pada standar kompetensi.  

12. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Pekerja 

Sosial yang memiliki Sertifikat Kompetensi untuk 

menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial di Organisasi 

Pekerja Sosial.  

13. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR 

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Organisasi 

Pekerja Sosial kepada Pekerja Sosial yang telah 

diregistrasi. 
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Praktik Pekerjaan Sosial 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

pemerintahan di bidang sosial.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 19.

kewenangan daerah otonom.

pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi 

penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang  memimpin 

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 18.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dan  menteri  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- 

Republik  Indonesia  yang  dibantu  oleh  Wakil  Presiden 

yang  memegang  kekuasaan  pemerintahan  negara 

Pemerintah  Pusat  adalah  Presiden  Republik  Indonesia 17.

berbadan hukum.

Pekerja  Sosial  yang  bersifat  independen,  mandiri,  dan 

Organisasi  Pekerja  Sosial  adalah  wadah  berhimpun 16.

menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial.

Pekerja  Sosial  sebagai  pemberian  kewenangan  untuk 

oleh  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  kepada 

disingkat  SIPPS  adalah  bukti  tertulis  yang  diberikan 

Surat  Izin  Praktik  Pekerja  Sosial  yang  selanjutnya 15.

persyaratan yang berlaku.

Pekerja Sosial yang telah diregistrasi setelah memenuhi 

Registrasi  Ulang  adalah  pencatatan  ulang  terhadap 14.

akuntabilitas.i.

aksesibilitas; danh.

kemitraan;g.

keterpaduan;f.

kemanfaatan;e.

profesionalitas;d.

keadilan;c.

kesetiakawanan;b.

nondiskriminatif;a.

dengan berasaskan:

Pekerja  Sosial  melaksanakan

  Pasal 2 
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Pasal 3 

Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial 

dengan tujuan: 

a. mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, 

kelompok, dan masyarakat; 

b. memulihkan dan meningkatkan Keberfungsian Sosial 

individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; 

c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam 

menghadapi masalah kesejahteraan sosial;  

d. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai 

kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan 

masyarakat; dan 

e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat 

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara 

melembaga dan berkelanjutan. 

 

BAB II 

PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 4 

Praktik Pekerjaan Sosial meliputi: 

a. Pencegahan Disfungsi Sosial; 

b. Pelindungan Sosial; 

c. Rehabilitasi Sosial; 

d. Pemberdayaan Sosial; dan 

e. Pengembangan Sosial. 

 

Pasal 5 

Praktik Pekerjaan Sosial harus dilengkapi dengan sarana 

dan prasarana pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 

dan standar operasional prosedur. 
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Pasal 6 

(1) Pencegahan Disfungsi Sosial sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf a merupakan intervensi pekerjaan 

sosial yang ditujukan untuk mencegah terjadinya 

disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan 

masyarakat. 

(2) Pencegahan Disfungsi Sosial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: 

a. penyuluhan sosial; 

b. bimbingan sosial; 

c. pendampingan sosial; 

d. peningkatan kapasitas; 

e. pelatihan keterampilan; 

f. pelayanan aksesibilitas;  

g. advokasi sosial; dan/atau 

h. Pencegahan Disfungsi Sosial bentuk lain. 

(3) Pencegahan Disfungsi Sosial bentuk lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf h ditetapkan oleh 

Menteri. 

 

Bagian Ketiga  

Pelindungan Sosial 

 

 

 

 

 

 

  

Pencegahan Disfungsi Sosial

Bagian Kedua

a. bantuan sosial;

(1) dilakukan melalui:

(2) Pelindungan  Sosial  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat

dasar minimal.

hidupnya  dapat  dipenuhi  sesuai  dengan  kebutuhan 

kelompok,  dan  masyarakat  agar  kelangsungan 

guncangan  dan  kerentanan  sosial  individu,  keluarga, 

ditujukan  untuk  mencegah  dan  menangani  risiko  dari 

4  huruf  b  merupakan  intervensi  pekerjaan  sosial  yang 

(1) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Pasal 7
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b. advokasi sosial; dan/atau 

c. pemberian akses bantuan hukum. 

 

Bagian Keempat 

Rehabilitasi Sosial 

 

Pasal 8 

(1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 huruf c merupakan intervensi pekerjaan sosial yang 

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan 

kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan 

masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.  

(2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan 

koersif.  

 

Pasal 9 

Rehabilitasi Sosial terdiri atas:  

a. Rehabilitasi Sosial dasar; dan  

b. Rehabilitasi Sosial lanjut.  

 

Pasal 10 

(1) Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 huruf a merupakan upaya yang dilakukan 

untuk memulihkan Keberfungsian Sosial individu, 

keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.  

(2) Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dalam bentuk: 

a. motivasi dan diagnosis psikososial;  

b. perawatan dan pengasuhan;   

c. bimbingan mental spiritual; 

d. bimbingan fisik;  

e. bimbingan sosial dan konseling;  

f. pelayanan aksesibilitas;  

g. bantuan dan asistensi sosial; dan/atau 

h. rujukan. 
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Pasal 12 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi 

Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan 

Pasal 11 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

Sosial.

bentuk  lainnya  yang  mendukung  Keberfungsian g.

dukungan aksesibilitas; dan/atauf.

pemenuhan hidup layak;e.

terapi untuk penghidupan;d.

terapi psikososial;c.

terapi mental spiritual;b.

terapi fisik;a.

  Rehabilitasi Sosial lanjut juga dilakukan dalam bentuk:

(3) Selain  bentuk  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)

rujukan.h.

bimbingan lanjut; dan/ataug.

bimbingan resosialisasi;f.

bantuan dan asistensi sosial;e.

pelayanan aksesibilitas;d.

kewirausahaan;

pelatihan  vokasional  dan  pembinaan c.

perawatan dan pengasuhan;b.

motivasi dan diagnosis psikososial;a.

  ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

(2) Rehabilitasi  Sosial  lanjut  sebagaimana  dimaksud  pada

  keluarga, kelompok,  dan masyarakat.

  untuk  mengembangkan  Keberfungsian  Sosial  individu,

  Pasal  9 huruf  b  merupakan  upaya  yang  dilakukan

(1) Rehabilitasi Sosial lanjut sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11
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Bagian Kelima 

 Pemberdayaan Sosial 

 

Pasal 13 

(1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf d merupakan intervensi pekerjaan sosial 

yang ditujukan untuk: 

a. memberdayakan individu, keluarga, kelompok, 

dan/atau masyarakat yang mengalami masalah 

sosial agar mampu meningkatkan kualitas 

kehidupannya secara mandiri; dan  

b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau 

perseorangan sebagai potensi dan sumber daya 

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

(2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan melalui:  

a. identifikasi permasalahan dan sumber daya yang 

dapat dikembangkan; 

b. penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi; 

c. pelatihan keterampilan;  

d. penguatan kelembagaan dalam masyarakat; 

e. pendampingan;  

f. kemitraan dan penggalangan dana; 

g. pemberian akses terhadap stimulan modal, 

peralatan usaha, dan tempat usaha;  

h. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;  

i. supervisi dan advokasi sosial; 

j. penguatan keserasian sosial; dan/atau 

k. bimbingan lanjut.  

 

Bagian Keenam 

Pengembangan Sosial 

 

 

 

 

  yang ditujukan  untuk  meningkatkan dan

Pasal  4  huruf e merupakan  intervensi  pekerjaan  sosial  

(1) Pengembangan  Sosial  sebagaimana  dimaksud  dalam  

Pasal 14
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BAB III 

STANDAR PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 15 

(1) Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan berdasarkan 

standar Praktik Pekerjaan Sosial.  

(2) Standar Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. standar operasional prosedur;  

b. standar kompetensi Pekerja Sosial; dan 

c. standar layanan. 

 

 

 

  dimaksud pada ayat (2) huruf j ditetapkan oleh Menteri.

(3) Pengembangan Sosial  bentuk  lain  sebagaimana

j. Pengembangan Sosial bentuk lain.

i. pengembangan inovasi pekerjaan sosial; dan/atau

h. penguatan integrasi sosial;

g. supervisi sosial;

f. peningkatan aksesibilitas;

e. pengembangan kemitraan;

d. kampanye sosial;

c. pendidikan psikoedukasi;

b. advokasi sosial;

a. pemetaan sosial;

(1) dilakukan dalam bentuk:

(2) Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

masyarakat.

prakarsa  perseorangan, keluarga, kelompok,  dan 

dan/atau masyarakat  melalui  partisipasi  aktif  atas 

Keberfungsian  Sosial  individu, keluarga, kelompok, 

mengembangkan kualitas kehidupan serta 
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Bagian Kedua 

Standar Operasional Prosedur 

 

Pasal 16 

(1) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi: 

a. pendekatan awal; 

b. asesmen; 

c. perencanaan intervensi; 

d. intervensi; dan 

e. evaluasi, rujukan, dan terminasi.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional 

prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Menteri.  

 

Bagian Ketiga 

Standar Kompetensi Pekerja Sosial 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

diatur dengan Peraturan Menteri.

Pekerja  Sosial  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  

(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  standar  kompetensi      

  memperhatikan usulan dari Organisasi Pekerja Sosial.

  dimaksud  pada  ayat  (1)  disusun  oleh  Menteri  dengan

(2) Standar  kompetensi  Pekerja  Sosial  sebagaimana

dalam Praktik Pekerjaan Sosial.

nilai,c.

keterampilan; danb.

pengetahuan;a.

  standar:

  dimaksud  dalam  Pasal  15 ayat  (2)  huruf  b meliputi

(1) Standar  kompetensi Pekerja  Sosial sebagaimana

Pasal 17
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Pasal 18 

(1) Standar layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15 ayat (2) huruf c dilandaskan pada fungsi Praktik 

Pekerjaan Sosial.  

(2) Fungsi Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi:  

a. mencegah disfungsi sosial;  

b. melaksanakan Pelindungan Sosial; 

c. melaksanakan Rehabilitasi Sosial; 

d. melaksanakan Pemberdayaan Sosial; dan 

e. melaksanakan Pengembangan Sosial. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar layanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

 

BAB IV 

PENDIDIKAN PROFESI PEKERJA SOSIAL 

 

Pasal 19 

Pendidikan profesi Pekerja Sosial merupakan pendidikan 

setelah sarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

yang bekerja sama dengan kementerian, lembaga 

pemerintah nonkementerian, dan/atau organisasi profesi 

yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. 

 

Pasal 20 

Untuk menyelesaikan pendidikan profesi Pekerja Sosial 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, peserta didik 

harus lulus Uji Kompetensi yang bersifat nasional. 

 

 

 

  

  

Standar Layanan

Bagian Keempat

sarjana terapan pekerjaan sosial; ataub.

sarjana kesejahteraan sosial;a.

Syarat untuk mengikuti pendidikan profesi Pekerja Sosial:

Pasal 21
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c. sarjana ilmu sosial lainnya terkait kesejahteraan sosial.  

 

Pasal 22 

Untuk melakukan Praktik Pekerjaan Sosial, seseorang 

harus lulus Uji Kompetensi. 

 

Pasal 23 

(1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

dilakukan melalui: 

a. pendidikan profesi Pekerja Sosial; atau 

b. rekognisi pembelajaran lampau. 

(2) Uji Kompetensi melalui pendidikan profesi Pekerja 

Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diperuntukkan bagi peserta didik pendidikan profesi 

Pekerja Sosial. 

(3) Uji Kompetensi melalui rekognisi pembelajaran lampau 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

diperuntukkan bagi setiap orang yang sudah bekerja, 

mempunyai pengalaman di bidang pelayanan sosial, 

dan/atau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 

bidang pelayanan sosial. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 

rekognisi pembelajaran lampau untuk mengikuti Uji 

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b diatur dengan peraturan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendidikan tinggi. 

 

Pasal 24 

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja 

sama dengan Organisasi Pekerja Sosial.  

 

 

 

huruf a berhak mendapatkan sertifikat profesi dari

profesi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  ayat  (1)

Peserta  yang lulus Uji Kompetensi dalam pendidikan

Pasal 25
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Pasal 26 

Peserta yang lulus Uji Kompetensi melalui rekognisi 

pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

23 ayat (1) huruf b berhak mendapatkan Sertifikat 

Kompetensi dan dinyatakan sebagai Pekerja Sosial serta 

berhak melakukan Praktik Pekerjaan Sosial.  

  

Pasal 27 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan profesi Pekerja 

Sosial dan Uji Kompetensi diatur dengan peraturan menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendidikan tinggi berkoordinasi dengan kementerian, 

lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Organisasi 

Pekerja Sosial.  

 

BAB V 

REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK 

 

Bagian Kesatu 

Registrasi 

 

Pasal 28 

(1) Setiap Pekerja Sosial yang melaksanakan Praktik 

Pekerjaan Sosial wajib memiliki STR. 

(2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

oleh Organisasi Pekerja Sosial.  

 

Pasal 29 

Untuk memperoleh STR Pekerja Sosial harus memenuhi 

persyaratan:  

a. memiliki Sertifikat Kompetensi; 

b. memiliki surat keterangan kondisi jasmani dan rohani; 

Sosial.

Pekerja  Sosial serta  berhak  melakukan  Praktik  Pekerjaan 

perguruan tinggi dan Sertifikat Kompetensi dari Organisasi 
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c. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan 

sumpah/janji Pekerja Sosial; dan 

d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan 

ketentuan kode etik Pekerja Sosial. 

 

Pasal 30 

(1) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat 

diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan. 

(2) Persyaratan untuk Registrasi Ulang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. memiliki STR lama; 

b. memiliki Sertifikat Kompetensi; 

c. memiliki surat keterangan kondisi jasmani dan 

rohani; 

d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan 

ketentuan kode etik Pekerja Sosial; dan 

e. telah mengabdikan diri sebagai Pekerja Sosial. 

 

Pasal 31 

STR tidak berlaku karena:  

a. habis masa berlakunya dan Pekerja Sosial tidak 

mendaftar ulang;  

b. atas permintaan sendiri;  

c. Pekerja Sosial meninggal dunia; atau  

d. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 32 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi dan 

Registrasi Ulang diatur dengan Peraturan Menteri.  

 

Bagian Kedua 

Registrasi Pekerja Sosial Lulusan Luar Negeri 

 

 

 

  melaksanakan  Praktik  Pekerjaan  Sosial  di  Indonesia

(1) Pekerja  Sosial  lulusan  luar  negeri  yang  akan

Pasal 33
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Bagian Ketiga 

Registrasi Pekerja Sosial Warga Negara Asing 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  Menteri.

  Sosial  lulusan  luar  negeri  diatur  dengan  Peraturan

(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Registrasi  Pekerja

  diberikan STR.

  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)

(3) Pekerja Sosial lulusan luar negeri yang telah memenuhi

melaksanakan ketentuan kode etik Pekerja Sosial.

surat  pernyataan  akan  mematuhi  dan e.

surat keterangan kondisi jasmani dan rohani; dand.

Pekerja Sosial;

surat  pernyataan  telah  mengucapkan  sumpah/janji c.

dan Sertifikat Kompetensi;

surat keterangan  telah  mengikuti  program  adaptasi b.

pendidikan tinggi;

menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang 

bukti  penyetaraan  ijazah  oleh kementerian  yang a.

  pada ayat (1) dilakukan terhadap:

(2) Evaluasi  dan/atau  verifikasi  sebagaimana  dimaksud

Organisasi Pekerja Sosial.

harus  dilakukan  evaluasi  dan/atau  verifikasi  oleh

  Sosial.

  diberikan  STR  sementara  oleh  Organisasi  Pekerja

  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)

(3) Pekerja Sosial warga negara asing yang telah memenuhi

  undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia.

  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-

  dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat izin kerja

  Praktik  Pekerjaan  Sosial  di  Indonesia  sebagaimana

(2) Pekerja  Sosial  warga  negara  asing  yang  melakukan

  Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia.

(1) Pekerja  Sosial  warga  negara  asing  dapat  melakukan

Pasal 34
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Pasal 35 

(1) STR sementara dapat diberikan kepada Pekerja Sosial 

warga negara asing yang melakukan kegiatan 

pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pelayanan di 

bidang kesejahteraan sosial yang bersifat sementara di 

Indonesia.  

(2) STR sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berlaku selama 1 (satu) tahun dan hanya dapat 

diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.  

 

Pasal 36 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh STR 

sementara diatur dengan Peraturan Menteri.  

 

Bagian Keempat 

Izin Praktik  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  tercantum dalam SIPPS.

Pekerja  Sosial  berpraktik  di  tempat  sebagaimana b.

STR masih berlaku; dana.

(5) SIPPS masih berlaku apabila:

Sosial berpraktik.

surat  keterangan  dari  pimpinan  tempat  Pekerja 

surat  pernyataan  memiliki  tempat  praktik  atau b.

salinan STR yang masih berlaku; dana.

  melampirkan:

  pada  ayat  (2) dan ayat (3),  Pekerja  Sosial  harus

(4) Untuk  mendapatkan  SIPPS  sebagaimana  dimaksud

  Pekerja Sosial menjalankan praktik mandirinya.

  oleh  Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota  tempat

(3) SIPPS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diberikan

  dalam bentuk SIPPS.

(2) Izin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan

  Sosial mandiri wajib memiliki izin.

(1) Pekerja  Sosial  yang  menjalankan  Praktik  Pekerjaan

Pasal 37
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Pasal 39 

SIPPS tidak berlaku karena: 

a. dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan; 

b. habis masa berlakunya; 

c. atas permintaan Pekerja Sosial; atau 

d. Pekerja Sosial meninggal dunia. 

 

Pasal 40 

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin praktik diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

 

BAB VI 

HAK DAN KEWAJIBAN 

 

Bagian Kesatu 

Hak dan Kewajiban Pekerja Sosial 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  tempat praktik mandiri.

  kepada  Pekerja  Sosial  paling  banyak  untuk  2  (dua)

(2) SIPPS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan

  mandiri.

(1) SIPPS  hanya  berlaku  untuk  1  (satu)  tempat  praktik

Pasal 38

dengan prestasi kerja;

mendapatkan  promosi  dan/atau  penghargaan  sesuai d.

pelatihan, dan pengembangan profesi;

meningkatkan  kompetensi  melalui  pendidikan, c.

Klien, keluarga, dan/atau pihak lain yang terkait;

memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari b.

tugas sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial;

memperoleh  pelindungan  hukum  dalam  pelaksanaan a.

Pekerjaan Sosial berhak:

Pekerja Sosial dalam  melaksanakan  pelayanan  Praktik

Pasal 41
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e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi 

Pekerja Sosial; dan/atau 

f. menerima imbalan jasa atas pelayanan yang telah 

dilakukan. 

 

Pasal 42 

Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayanan Praktik 

Pekerjaan Sosial wajib: 

a. memberikan pelayanan sesuai dengan standar Praktik 

Pekerjaan Sosial; 

b. memberikan informasi yang lengkap dan benar 

mengenai pelayanan kepada Klien, keluarga, dan/atau 

pihak lain sesuai dengan kewenangannya; 

c. menjaga kerahasiaan Klien; 

d. merujuk Klien kepada pihak lain yang mempunyai 

keahlian atau kemampuan sesuai dengan penanganan 

masalah; 

e. meningkatkan mutu pelayanan pekerjaan sosial;  

f. meningkatkan dan mengembangkan kompetensi serta 

pengetahuan secara berkelanjutan dan/atau 

keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan; 

dan 

g. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar 

pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, latar 

belakang keluarga, disabilitas, dan status sosial 

ekonomi kepada Klien dalam menjalankan tugas 

keprofesionalan. 

 

Bagian Kedua 

Hak dan Kewajiban Klien 

 

Pasal 43 

Klien dalam menerima pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial 

berhak: 

a. memperoleh pelayanan sesuai dengan standar Praktik 

Pekerjaan Sosial; 
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b. 

  

c. 

 

d. 

 

e.  

 

 

Pasal 44 

(1) Kerahasiaan identitas dan kondisi Klien sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dapat diungkapkan 

atas dasar:  

a. kepentingan Klien;  

b. permintaan aparatur penegak hukum; 

c. persetujuan Klien; dan/atau 

d. perintah undang-undang. 

(2) Kepentingan Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dapat dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. memperhatikan prinsip etik dalam keadaan darurat 

dan/atau keselamatan hidup; atau 

b. harus dengan persetujuan Klien atau keluarga 

dalam keadaan tidak darurat. 

 

Pasal 45 

(1) Klien dalam menerima pelayanan Praktik Pekerjaan 

Sosial wajib: 

a. memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan jujur 

mengenai kondisinya; 

b. mematuhi nasihat dan petunjuk Pekerja Sosial; dan 

c. memberikan imbalan jasa atas pelayanan Praktik 

Pekerjaan Sosial yang diterima. 

(2) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c tidak berlaku jika Klien merupakan orang atau 

sekelompok orang yang tergolong miskin atau sedang 

dalam musibah.  

 

sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial.

mengajukan keberatan  atas  pelayanan  yang  tidak 

Klien; dan

memperoleh jaminan kerahasiaan identitas dan kondisi 

intervensi yang akan dilakukan;

memberi persetujuan atau penolakan terhadap rencana 

rencana intervensi Praktik Pekerjaan Sosial;

memperoleh informasi secara benar dan jelas mengenai 
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BAB VII 

ORGANISASI PEKERJA SOSIAL  

 

Pasal 46 

(1) Pekerja Sosial membentuk Organisasi Pekerja Sosial 

yang bersifat independen, mandiri, dan berbadan 

hukum.  

(2) Organisasi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan kompetensi, 

karier, pelindungan, dan kesejahteraan Pekerja Sosial. 

(3) Pekerja Sosial wajib menjadi anggota Organisasi Pekerja 

Sosial.  

(4) Pembentukan Organisasi Pekerja Sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(5) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat 

memfasilitasi Organisasi Pekerja Sosial dalam 

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pekerja 

Sosial. 

 

Pasal 47 

Organisasi Pekerja Sosial bertugas: 

a. menyusun kode etik Pekerja Sosial; 

b. melaksanakan Registrasi Pekerja Sosial;  

c. meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan martabat 

Pekerja Sosial; dan 

d. melakukan pelindungan dan pengawasan terhadap 

Pekerja Sosial yang melakukan Praktik Pekerjaan 

Sosial.  

 

Pasal 48 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 47, Organisasi Pekerja Sosial berwenang:  

a. menetapkan dan menegakkan kode etik Pekerja Sosial;   

b. memberikan bantuan hukum kepada Pekerja Sosial; 

c. melakukan pembinaan dan pengembangan Pekerja 

Sosial; 
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d. 

 

e. 

 

f. 

 

g. 

  

h. 

 

i.  

 

 

BAB VIII 

DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK 

 

Pasal 49 

(1) Dewan kehormatan kode etik dibentuk oleh Organisasi 

Pekerja Sosial untuk menegakkan kode etik Pekerja 

Sosial.  

(2) Dewan kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan 

kode etik Pekerja Sosial dan memberikan rekomendasi 

pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik Pekerja 

Sosial.  

(3) Rekomendasi dewan kehormatan kode etik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

dilaksanakan oleh Organisasi Pekerja Sosial.  

(4) Rekomendasi dewan kehormatan kode etik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus objektif, 

tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan 

anggaran dasar Organisasi Pekerja Sosial serta 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. pembekuan sementara STR; dan/atau 

negeri untuk penyelenggaraan Praktik Pekerjaan Sosial.

melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar 

melakukan pelanggaran kode etik Pekerja Sosial; dan 

menjatuhkan  sanksi  terhadap  Pekerja  Sosial  yang 

memenuhi standar Praktik Pekerjaan Sosial;

menjatuhkan sanksi terhadap Pekerja Sosial yang tidak 

kode etik Pekerja Sosial berdasarkan hasil investigasi;

menyatakan  terjadi  atau  tidaknya  suatu  pelanggaran 

mencabut STR;

menerbitkan,  memperpanjang,  membekukan,  dan 

Registrasi Pekerja Sosial;

menyatakan  terpenuhi  atau  tidaknya  persyaratan 
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c. pencabutan STR.  

 

Pasal 50 

Ketentuan mengenai keanggotaan serta mekanisme kerja 

dewan kehormatan kode etik diatur dengan anggaran dasar 

Organisasi Pekerja Sosial. 

 

BAB IX 

TUGAS DAN WEWENANG  

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 51 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin 

terselenggaranya Praktik Pekerjaan Sosial yang bermutu 

dan melindungi masyarakat penerima pelayanan Praktik 

Pekerjaan Sosial. 

 

Bagian Kedua 

Pemerintah Pusat 

 

Pasal 52 

(1) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

51 bertugas: 

a. menyusun standar operasional prosedur, standar 

kompetensi, dan standar layanan; 

b. menyusun standar pendidikan Pekerja Sosial;  

c. menyusun tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi; 

d. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaran 

Praktik Pekerjaan Sosial bekerja sama dengan 

Organisasi Pekerja Sosial;  

e. melakukan pengawasan penyelenggaraan Praktik 

Pekerjaan Sosial oleh Organisasi Pekerja Sosial; 

f. mendorong tersedianya sarana pendidikan dan 

sumber daya dalam rangka percepatan 
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Pasal 53 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 52, Pemerintah Pusat berwenang menetapkan: 

a. program pemberdayaan dan pengembangan Pekerja 

Sosial skala nasional;  

b. kebijakan sistem Registrasi Pekerja Sosial;  

c. standar operasional prosedur, standar kompetensi, dan 

standar layanan; dan 

d. tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi. 

 

Pasal 54 

Tugas dan wewenang Pemerintah Pusat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 dilaksanakan oleh 

menteri sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bagian Ketiga 

Pemerintah Daerah  

 

Pasal 55 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 

bertugas: 

a. melakukan pemberdayaan dan pengembangan Pekerja 

Sosial; 

b. melakukan pengelolaan pangkalan data pelayanan 

Praktik Pekerjaan Sosial di lingkup Pemerintah Daerah;  

c. memfasilitasi pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial; dan 

d. melakukan pengawasan pelaksanaan Praktik Pekerjaan 

Sosial bersama-sama dengan Organisasi Pekerja Sosial 

di daerah.  

  sama dengan Organisasi Pekerja Sosial.

  pada  ayat  (1)  huruf  d,  Pemerintah  Pusat  dapat  bekerja

(2) Dalam  melakukan  pembinaan  sebagaimana  dimaksud

Praktik Pekerjaan Sosial skala nasional.

melakukan  pengelolaan basis data  penyelenggaraan g.

dan

penyelenggaraan  pendidikan  profesi  Pekerja  Sosial;
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Pasal 56 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 55, Pemerintah Daerah berwenang: 

a. menetapkan program pemberdayaan dan 

pengembangan Pekerja Sosial di lingkup Pemerintah 

Daerah; 

b. mendapatkan data pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial 

dari pemangku kepentingan; 

c. menetapkan program fasilitasi pelayanan Praktik 

Pekerjaan Sosial; dan 

d. memberikan dan mencabut izin praktik Pekerja Sosial 

setelah mendapatkan rekomendasi dari dewan 

kehormatan kode etik Organisasi Pekerja Sosial. 

 

BAB X 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

 

Pasal 57 

Masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan 

Praktik Pekerjaan Sosial. 

 

Pasal 58 

Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 57 meliputi paling sedikit: 

a. berpartisipasi dalam upaya pencegahan masalah sosial; 

b. menyampaikan laporan adanya masalah sosial yang 

perlu penanganan Pekerja Sosial; 

c. menyampaikan laporan terjadinya malpraktik yang 

dilakukan Pekerja Sosial;  

d. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

Praktik Pekerjaan Sosial; dan/atau 

e. menyampaikan usulan perbaikan kebijakan terkait 

dengan pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial. 
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Pasal 59 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

a. Pekerja Sosial yang merupakan kelompok jabatan 

fungsional sebelum Undang-Undang ini diundangkan 

tetap diakui sebagai Pekerja Sosial sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  

b. Istilah pekerja sosial profesional yang digunakan dalam 

peraturan perundang-undangan yang sudah ada 

sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai 

sebagai Pekerja Sosial, sepanjang tidak bertentangan 

dengan Undang-Undang ini. 

 

Pasal 60 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967): 

a. Pekerja sosial profesional yang telah melakukan 

pelayanan sosial tetapi belum mengikuti Uji 

Kompetensi, masih diberikan kewenangan melakukan 

pelayanan sosial untuk jangka waktu paling lama 5 

(lima) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan;  

b. Pekerja sosial profesional yang belum tersertifikasi, 

tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, dan 

relawan sosial yang telah melakukan pelayanan sosial 

diakui sebagai Pekerja Sosial setelah lulus Uji 

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; 

dan 

c. Pekerja sosial profesional yang telah memiliki Sertifikat 

Kompetensi sebelum Undang-Undang ini diundangkan, 

tetap diakui sebagai Pekerja Sosial menurut Undang-

Undang ini. 

 

 

KETENTUAN PERALIHAN

BAB XI
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Pasal 61 

Rekognisi dengandilakukanlampaupembelajaran

ketentuan: 

a. setiap orang yang sudah mempunyai pengalaman 

dalam pelayanan sosial tetapi tidak berlatar belakang 

pendidikan sarjana kesejahteraan sosial atau sarjana 

terapan pekerjaan sosial harus mengikuti pendidikan 

profesi Pekerja Sosial; dan 

b. setiap orang yang sudah bekerja, mempunyai 

pengalaman di bidang pelayanan sosial, dan/atau telah 

mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang pelayanan 

sosial dapat langsung mengikuti uji kompetensi 

sepanjang belum ada pendidikan profesi Pekerja Sosial 

dan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang 

ini diundangkan.  

 

Pasal 62 

Institusi yang melaksanakan Uji Kompetensi Pekerja Sosial 

sebelum Undang-Undang ini diundangkan masih dapat 

melakukan tugas dan wewenangnya sampai dengan Uji 

Kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja 

sama dengan Organisasi Pekerja Sosial. 

 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 63 

Organisasi Pekerja Sosial yang sudah ada harus 

menyesuaikan tugas dan wewenangnya berdasarkan 

Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung 

sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

 

Pasal 64 

Pendidikan Profesi Pekerja Sosial harus terselenggara di 

perguruan tinggi paling lambat 5 (lima) tahun sejak 

Undang-Undang ini diundangkan. 
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Pasal 66 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan 

yang mengatur mengenai pekerja sosial profesional dalam 

Pasal 1 angka 4, Pasal 33 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) sampai 

dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 

tentang Kesejahteraan  Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

  

Pasal 67 

UndangsaatPada - iniUndang mulai semuaberlaku,

PerundangPeraturan - merupakanyangUndangan

daripelaksanaanperaturan perundangperaturan -

undangan yang berkaitan dengan Praktik Pekerjaan Sosial, 

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan 

belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru. 

 

Pasal 68 

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus 

ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-

Undang ini diundangkan. 

 

Pasal 69 

Undang- tanggalpadaberlakuUndang ini mulai

diundangkan. 

 

 

 

 

sejak Undang-Undang ini diundangkan.

dengan Organisasi Pekerja Sosial paling lama 3 (tiga) tahun 

diselenggarakan oleh  perguruan  tinggi  bekerja  sama 

Pelaksanaan  Uji  Kompetensi  Pekerja  Sosial harus 

Pasal 65
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Oktober 2019 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

  

ttd 

 

JOKO WIDODO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Oktober 2019 

 

PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

TJAHJO KUMOLO 
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peran Pekerja Sosial Medis (Medical Social Work) khususnya dalam 

penanganan ODHA daan OHIDHA yang dirasakan sangat kurang tersedia.  

ODHA (orang dengan HIV/AIDS) dengan semua atribut sosial yang 

melekat pada mereka, seringkali mendatangkan problema tersendiri bagi 

yang bersangkutan baik di keluarga, masyarakat maupun ketika 

mendapatkan layanan kesehatan di Rumah Sakit, salah satu problema 

tersebut adalah psikososial. Problema psikososial yang dialami ODHA 

pada umumnya terkait dengan munculnya perasaan takut, khawatir, stress, 

dan sejenisnya sebagai akibat adanya stigma dan diskriminasi yang berasal 

dari lingkungan sosial terdekatnya yang menyebabkan terganggunya 

keberfungsian sosial yang bersangkutan. Terkait dengan hal tersebut, maka 

upaya penanganan ODHA dalam perspektif problema psikososial yang 

dihadapi, maka diperlukan peran dari sebuah profesi yang secara khusus 

menangani beragam problema psikososial ODHA ini, profesi tersebut 

adalah pekerja sosial medis (medical social work) dengan peran primer 

maupun sekundernya diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan 

ODHA secara keseluruhan sehingga dengan demikian mereka 

melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. 
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